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ABSTRAK 

 

Bimantoro Dwi Admojo, 201510115197,. Analisis Penyelesaian Sengketa   Perlindungan 

konsumen terhadap penyitaan barang sebagai ganti kerugian Studi kasus Putusan Mahkamah 

Agung Nomor: 456/k/pdt.sus/BPSK/2017, 

  

Muncul dari suatu hubungan hukum antara seorang individu dengan badan hukum berbentuk PT  

yakni perjanjian. Istilah perjanjian sering juga di istilahkan dengan istilah kontrak. Pada 

persoalan perjanjian telah diatur suatu perjanjian yang di anggap sah pada pasal 1320 

KUHPerdata. Di dalam suatu perjanjian adanya suatu asas konsensualisme, paling di utamakan 

dari asas lainya karena dalam perjanjian, asas ini merupakan syarat yang mutlak bagi hukum 

perjanjian yang modern bagi terciptanya kepastian hukum. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian 

yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. 

 

Kesimpulan Penelitian ini adalah majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri seharusnya 

bersungguh-sungguh dalam menentukan suatu barang yang akan menjadi objek sita, sehingga 

dapat menimbulakan suatu kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu adanya perhatian khusus oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kewenangannya agar dapat meminimalisir kekurangan yang 

telah terjadi. Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terus dapat melayani 

masyarakat dalam bidang sosial ekonomi 

 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen  
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ABSTRACT 

 

Bimantoro Dwi Admojo, 201510115197, Analysis of Consumer Protection Dispute Settlement 

against confiscation of goods as compensation for Case Study of Supreme Court Decision 

Number: 456 / k / pdt.sus / BPSK / 2017, 

 

 

Arises from a legal relationship between an individual and a legal entity in the form of a PT, 

namely an agreement. The term agreement is often termed the term contract. On the issue of the 

agreement a treaty has been arranged which is considered valid in article 1320 of the Civil 

Code. In an agreement there is a principle of consensualism, most prioritized from other 

principles because in the agreement, this principle is an absolute requirement for modern treaty 

law for the creation of legal certainty. 

 

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research 

method is a library research on secondary data. 

 

Conclusion This study is that the panel of judges at the level of the district court should be 

serious in determining an item that will be a confiscated object, so that it can raise certainty and 

justice for both parties to the dispute. Furthermore, the Consumer Dispute Resolution Agency 

needs special attention from the government to increase its authority in order to minimize the 

shortcomings that have occurred. So that the Consumer Dispute Resolution Agency can continue 

to serve the community in the socio-economic field 

 

Keywords: Dispute resolution, Consumer protection 
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  MOTTO: 

 

“JADILAH BERGUNA UNTUK ORANG LAIN” 

 

PERSEMBAHAN 

KARYA INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK: 

1. AYAHANDA NASIB JOKO SISWANTO DAN IBUNDA WAGIYATI, YANG 

SELALU MEMBERIKAN KASIH SAYANG YANG TULUS DAN SELALU 

MENDOAKAN ANAK-ANAKNYA AGAR SELALU BERHASIL  

2. KAKAK KANDUNG SENNA ADITYA S.HUM  

TERIMA KASIH UNTUK CINTA DAN KASIH SAYANG KALIAN YANG 

TAKKAN PERNAH TERGANTIKAN  

HANYA DOA DARI KALIAN AKHIRNYA ANAKMU, ADIKMU LULUS DAN 

MERAIH GELAR SARJANA HUKUM 
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